LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara

Penulis

Narasumber

Bisa Bapak/Ibu jelaskan secara singkat
mengenai profil PT. XYZ, termasuk
bidang usaha dan jumlah pegawainya?

PT ini  merupakan perusahaan
manufaktur yang berlokasi di Tegal,
Jawa Tengah. Perusahaan kami
bergerak dalam bidang pengolahan
bahan mentah menjadi produk jadi
dengan memadukan tenaga kerja dan
teknologi. Saat ini kami
mempekerjakan 204 pegawai tetap.

Dari jumlah pegawai tetap tersebut,
apakah semuanya dikenakan
pemotongan PPh Pasal 21?

Tidak semua. Dari 204 pegawai tetap,
hanya 15 orang yang penghasilannya
berada di atas batas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP), sehingga hanya 15
pegawai inilah yang secara rutin
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
setiap bulannya.

Bagaimana struktur penghasilan yang
diterima oleh pegawai tetap di PT.
XYZ setiap bulannya?

Penghasilan pegawai kami terdiri dari
penghasilan teratur dan tidak teratur.
Penghasilan teratur meliputi gaji
pokok, tunjangan tetap sebesar 1% dari
gaji, serta premi Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Kesehatan yang preminya dibayarkan
oleh perusahaan. Sementara
penghasilan tidak teratur berupa
Tunjangan Hari Raya (THR) yang
kami berikan setiap bulan Maret.

Sejak kapan PT. XYZ menerapkan
skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
dalam menghitung PPh Pasal 21
pegawai tetap?

Kami mulai menyesuaikan sistem
penggajian dengan skema TER sejak
kebijakan tersebut resmi berlaku, yaitu
mengikuti  Peraturan  Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun
2023 per 1 Januari 2024. Sebelumnya,
kami menghitung PPh Pasal 21
menggunakan tarif progresif Pasal 17
Undang-Undang PPh setiap bulan.
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Apa alasan utama
mengikuti perubahan
perhitungan tersebut?

perusahaan
skema

Karena hal ini merupakan ketentuan
wajib dari pemerintah, dan sebagai
perusahaan yang taat pajak kami
tentu harus menyesuaikan. Selain itu,
kami juga mendengar bahwa skema

TER ini disebut lebih
menyederhanakan proses
perhitungan pajak bulanan

dibandingkan metode sebelumnya.

Sejauh ini, bagaimana kesan bagian
keuangan dalam menerapkan skema
TER dibandingkan metode
sebelumnya?

Dari sisi proses hitung bulanan
memang terasa lebih sederhana, karena
kami tidak perlu lagi menghitung biaya
jabatan, iuran pensiun, atau PTKP
setiap bulan. Kami cukup mengalikan
penghasilan bruto bulanan dengan tarif
efektif sesuai kategori pegawai.
Namun, kami belum benar-benar
mengevaluasi secara mendalam apakah
hasil pemotongan bulanan ini sudah
sesuai dengan pajak yang seharusnya
terutang dalam setahun.

Apakah pihak perusahaan pernah
membandingkan hasil pemotongan
PPh 21 menggunakan TER dengan
perhitungan menggunakan tarif
progresif Pasal 17 yang berlaku
sebelumnya?

Belum pernah kami lakukan secara
khusus dan menyeluruh. Kami hanya
menjalankan sistem sesuai aturan yang

berlaku, sehingga kami  belum
memiliki gambaran pasti mengenai
selisih antara potongan bulanan

menggunakan TER dengan kewajiban
pajak yang sebenarnya pada akhir
tahun.

Apakah perusahaan memiliki
mekanisme untuk memastikan tidak
terjadi  kelebihan atau kekurangan
pemotongan pajak pada akhir tahun
pajak, khususnya bulan Desember?

Secara aturan, pada masa pajak
Desember memang harus dilakukan
perhitungan ulang menggunakan tarif
Pasal 17 berdasarkan penghasilan
setahun. Namun kami mengakui proses
ini membutuhkan ketelitian ekstra, dan
kami  belum pernah  melakukan
evaluasi mendalam mengenai seberapa
besar potensi selisih lebih bayar atau
kurang bayar yang mungkin terjadi
pada pegawai kami
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Lampiran 2. Data Penghasilan Pegawa Tetap PT. XYZ

Nama | Status | Gaji (Rp) | Tunjangan | JKK | JKM | JKS | THR (Rp) JHT | JP

A K/2 7.000.000 1% 2% 1% 3% 7.000.000 | 1% | 2%
B K/2 6.782.000 1% 2% 1% 3% 6.782.000 | 1% | 2%
C K/3 6.394.000 1% 2% 1% 3% 6.394.000 | 1% | 2%
D TK/0 | 6.162.000 1% 2% 1% 3% 6.162.000 | 1% | 2%
E TK/0 | 7.718.000 1% 2% 1% 3% 7.718.000 | 1% | 2%
F K/2 7.110.000 1% 2% 1% 3% 7.110.000 | 1% | 2%
G K/0 5.212.000 1% 2% 1% 3% 5.212.000 | 1% | 2%
H TK/0 | 5.832.000 1% 2% 1% 3% 5.832.000 | 1% | 2%
I K/1 6.405.000 1% 2% 1% 3% 6.405.000 | 1% | 2%
J TK/0 | 6.375.000 1% 2% 1% 3% 6.375.000 | 1% | 2%
K K/2 6.814.000 1% 2% 1% 3% 6.814.000 | 1% | 2%
L TK/0 | 6.125.000 1% 2% 1% 3% 6.125.000 | 1% | 2%
M K/1 5.439.000 1% 2% 1% 3% 5.439.000 | 1% | 2%
N K/1 6.500.000 1% 2% 1% 3% 6.500.000 | 1% | 2%
(0] K/1 6.200.000 1% 2% 1% 3% 6.200.000 | 1% | 2%

99




Lampiran 3. Buku Bimbingan

Nama

Program Studi

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

. Rent Pstubi

. 21010019

. Ol - Akurtans

)|
Judul Tugas Akhir : .Aoalis's %::.t ferhibangon ok nghasfanfasal 31

. Pegawai

Menggunakan TR Pada PT XY2

. Bicn & Patjonty, 56, M. 0

Pembimbing |
No | Hari/ Tanggal Mater! Bimbingan Paraf
Pembimbing 1/11
I [Minggu. 4/1/26| Pengajuan Juo\ul
3. |Senin, SN /26| ACC Juclul

Semin, 12/1/26
Rabu, 260 (26
Kamis, 12/3/%
Pabu , Bjy)ry

h'&l't. l‘,'/l‘
Sewin, s/;/u

Senin \C/e /2

Kamis, 2elt %
Celoga. 01(

¥awi s 8[6f
Carmis 14/7

fw-nt bify/

Bimbingan rnpoul ke-1
Bimbingan pmposal ke -2
V.n'mh'n,.n proposel ke -3
Bimbingan propotal ke -4
Gimbingan prposs ke-&
&"'ﬂbmsn prepotal ke-C ACC
Lorcuttan TA
berlregan T4 fe |
Brminngan TA Ee 2
Pirinnghe TA ke 3
%imb;.,a-\ Th ke 4
PCC A
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KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING 11
Nama LV RO .. .
NIM A Ty, e
Program Studi ¢ DL OO s
Judul Tugas Akhir : Anaksis Dampak Pechitungan fajok Renghaulan fasal
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Fabu 90704 Bisinvgae T4 3

hamat 17/744 peC

¢
i
b

S
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Lampiran 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAK

SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

Menimbang

SK No 190022 A

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimans distur
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beverapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Persturan
Perpajalcan,  perlu dilakukan  penyesuaian  tarif
pematongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
schubungan dengan pekerjaan, fsa, atau kegiatan Wagh
Pagak orang pribadi;

tahwa dalam rangka memberikan kemudaban dan
kesederhanaan  pelaksanaan  pemenuban  kewajiban
perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pujak
Penghasilan Pasal 21, twermasuk bagi pesabat negar,
pegawai negen sipil, anggota tentars nasionsl Indonesia,
anggota  kepolisian negara Republik Indonesia, dan
pensfunanaya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
mekanisme pematongan dan pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 21;

c. hahwa .
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Mengingat

Menetapkan

SK No 190099 A

1

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanskan
ketentuan Pasal 21 ayat |5) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terankhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, perlu menctapkan Peraturan Pemerintah
tentang  Tarif Pemotongan dan  Peongenaan  Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan
dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegintan Wajib Pajak Orang
Pribadi.

Pasal 5 ayast (2) Undang-Undang Dasar Negarn Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghssilan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1983 Nemor 50, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberaps kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajukan  (Lembaran Negars Republik  [ndonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADL.

HAR |
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PRESIDEN
REPUBUNK INDONESIA
R

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomar 7 Tahun 2021 tentang Harmonisas:
Peraturan Perpajakan,

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang diterime atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negen
sebagairnana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak
Penghasilan,

Fenghasitan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan
Wajib Prjak aorang pribad: yvang tidak dikenai pajak sesual
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undsngan  di
bidang perpajakan.

BAB I

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIBE PAJAK

SK No 198276 A

m

(2

ORANG PRIBADI

Pasal 2
Tarif pemotangan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdin atas:

a tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Pajak Penghasilan; dan

b, tanf efeksifl pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21,

Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b rerdini atas:

a tanf..
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SK No 198277 A

(3

4

o

REPUBLIK INDONESIA

a. tarif efektif bulanan; atsu

b. tarif efektif hartan,

Tarif efektd bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak sesuni status perkawinan dan jumlah

tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Kategon tarif efekuf bulanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3} terdirt atas

W, kategorni A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan
vang diterima atau diperoleh penerima penghasilan
dengan status Penghasilan Twdak Kena Pagak

3

tidak kawin tanpa tanggungan;

tidak kawin dengan jumlah tanggungan
sebanyak 1 (satu) orang atau

kawin tanpa tanggungan,

b. kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan
vang diterima atau diperoleh penerima penghasilan
dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:

2,

4,

tidak kawin dengan jumlah tanggungan
sebanyak 2 (dua) orang,

tidak  kawin dengan  jumlah  tanggungan
scbanyak 3 (tiga) orang;

kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1
(saTu) orang; atau

kawin dengan jumiah tanggungan sebanyak 2 (dua)
orang.

c. kategon C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan
yang diterima atau dipercleh penerima penghastlan
dengan status Penghasilan Twdak Kena Pajak kawin
dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

{5) Perincian . . .
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SK No 198278 A

X

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5

{5) Perincian atas taril efektif bulanan dari masing-masing
kategori  sebagaimana dimaksud pada ayat {4} beserta
besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing-masing
tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A, huraf B, dan huruf C yang merupakan bagian
yang udak terpisahkan darl Peraturan Pemerintah inl,

{6} Perincian atas warif efektif harian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huraf b beserta besaran penghasilan bruto
harian untuk masing-masing tanf dimaksud sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan
bagan yang tidak terpisahkan dan Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagl Wajlb Pajak orang
pribadi yvang menerima penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegatan, termasuk pejabat negars,
pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia,
anggota  kepolissan  negara  Republik  Indonesia, dan
pERSIUNRONYR,

BAB 1l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pasal 2
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotangan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan
dan Helanja Negara atau Anggeran Pendepatan dan Belanja
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5174), dicabut dan dinystakan tidek berlaku.

Pasal 5

Peraturan  Pemerintah  ini mulai  berlaku pada
tangeal 1 Januari 2024,

Agar . .,
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X

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar  selisp  orang  mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemenniah ini dengan
penempatannya dalam  Lembaran Negara  Republik
Indonesta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOKO WIDODO

Diundangkan dl Jakarts
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI] SEKRETARIS NECGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 190044 A
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X

PRESIDEN
REPUBLIX INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

L UMUM

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomar 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan materi
khususnya perubahan tarif pajak penghasilan Walib Pajak orang pribadi
dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan schubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau Xegiatan vang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribedi. Selanjutnya, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan
Wajib  Pajak terhadap pemenuhan  kRewgjiban  pemotongan  Pajak
Penghasilan Pasal 21, perlu memberikan kemudahan teknis penghitungan
dan sdministrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur penggunaan
tarif efekaf yang digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21,
selain tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5] Undang-
Undang Pajak Penghasilan, tarifl pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
dapat ditetapkan berbeda dart tart! pajak penghasilan Pasal 17 ayat {1)
huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, melalui Peraturan Pemerintah,

Penetapan tarif efektifl pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
dilakukan dengan telah memperhatikan adanya pengurang penghasilan
bruto berupa biaya jabatan atau biays pensiun, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tilak Kena Pajak. Penerapan tarif efektif ini akan memberikan
kemudahan dan penyederhansan pematongan Pajak Penghasilan Pasal 21
bagi Wajib Pajak.

Peraturan . . .

SK No 190021 A
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PRESIDEN
REPUBLIX INDONESIA

.2.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tarif pemotangun Pajak
Penghasilan Pasal 21 berupa tarif Pasal 17 ayat (1) hurul a dan tarif efektif
yang digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan
sehubungan dengan pekerigan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat
negare, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota
kepolisian negara Republik Indenesia, dan pensiunannya.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Contoh:

Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC.

Selama tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji  sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juts rupiah) per bulan dan membayar

furan pensiun sebesar Rpl00.000,00 (seratus ribu ruptah) per

bulan. Tuan R berstatus memkah dan tdaX memiliki tanggungan

(Penghasilan Tidak Kena Psjak K/0). Penghitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 sdalsh sebagai berikut:

1. Berdasarkan status PTKP [K/0) dan jumlah penghasilan bruto
sebulan Rpl10.006.000,00 (sepuluhb juta rupiah), pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterims
atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januan 2024
sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif
efektil Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% (dua persen).

Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan yang dipotong
oleh PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajek
Januari  sampal  November 2024 adalah  sebesar
Rp10.000.000,00 x 2% = Rp200.000,00.

2, Pada  bulan Desember 2024, penghitungan besarnya
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
vang diterima atau diperaleh Tuan R dalam satu tahun pajak
(Januarl-Desember 2024| dilakukan dengan menggunakan
tarif Pasal 17 avat (1) huruf a Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Besaran . . .

SK No 198281 A
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Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh
PT ABC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Desember
2024 adalah sebagai berikut:

Gaji
Rpl0.000.000,00x 12 = Rp120.000.000,00
Pengurangun:
1. Biaya jabatan
549 x Rp120.000,000,00 « Rp6,000,000,00
2. luran pensiun
Rpl100.000,00 x 12 = Rpl.200.000,00

Bp__7.200.000.00
Penghasilan neto setahun Rp 112.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun Bp 58.500,000,00
Penghasilan XKena Pajak setahun Rp 54.300.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun

= Tarif Pasal 17 ayat (1) hurul & UU PPh x Penghbasilan Keng
Pajk setahun

= 5% x Rp54.300.000,00 = Rp2.715.000,00

Pujuk Penghasilan Pasal 21 bulan Desember 2024

« Pajak Penghasilan Pasul 21 setahun - jumlah Pajok
Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2024 sampal dengan
November 2024 yang telah dipotong

=« Rp2.715.000,00 - (Rp200.000,00 x 11) = Rp515.000,00

Ayat {2
Huruf a
Penentuan tarifl efektif bulanan dalam ketentuan ini telah

mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran
pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
scharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.
Huruf b

Penentuan tarif efektif hanan dalam ketentuan ini telah
mempertimbangkan  bagian  penghasilan  yang tidak
dikenakan pemotongan vang scharusnya menjadi pengurang
penghasilan bruto,

Ayat (3] ...

SK No 190098 A
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Ayar (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat [3)

Penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar penerapan taral
efektif bulanen pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu
penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam satu
masa pajak.

Ayat (6)

Penghastlan bruto hanan yang menjadi dasar penerapan tanf
efektif harian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu
penghasilan Pegawal Tidak Tetap yang diterima secara haran,
mingguan, satuan, atau borongan.,

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar
penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan
schari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah
borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelgs.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6904
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

A. TARIF EFEKTIF BULANAN KATEGORI A

Penghasilan Bruto Bulanan

Tarif Pajak

sampal dengan RpS5.400.000,00 (lima juta crmpat 0%
ratus ribu rupiah} {nol persen)
di atas RpS5.400.000,00 (llma juta empat ratus 0,25%
ribu rupiah| sampai dengan Rp5.650.000,00 (lima
juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) | ol "‘;“;’;;‘ R
di atas RpS5.650.000,00 (ima juta enam ratus lima 0,5%
puluh ribu rupiah) sampsai dengan
Rp5.950,000,00 {lima juta sembilan ratus lims ‘"Ol:em;im
puluh ribu rupiah)
di atas RpS5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus 0,75%
lima puluh rbu rupiah} sampai dengan ] .
Rp6.300.000,00 [enam juta tga ratus ribu rupiah) (n;’lm p":l{'; o
di atas Rp6.300.000,00 jenam juta tiga ratus ribu | %
rupiuh) sampai dengan Rpb.730.000,00 (enam
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) GeRCiLpanay
di atas RpH,750.000,00 (enam juta tujuh ratus 1,25%
lima puluh rbu rupish) sampai dengan
Rp7.500,000,00 (tuyjuh juta lima ratus ribu "Tg:::“r:eﬁ;"
rupiah)
diatas . ..
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di atas Rp7.500.000,00 [tujuh juta lima ratus ribu 1 1.5%
rupiah) sampai dengan Rp8.550.000,00 {delapan {satu koma lima

juts lima ratus lims pulub ribu rupiah) i Pariin)

di atas Rp8.550.000,00 {delapan juta lima ratus 1,75%
lima puluh ribu  rupiah) sampai  dengan
Rp9.650,000,00 {sembilan juta enam ratus lima
puluh ribu rupiah) pma peceen)

(satu koma tujuh

4
di atas Rp9.650,000,00 (sembilan juta enam ratus [ 2%
lima puluh ribu rupieh] sampai dengan (dua persen)
Rp10.050,000,00 (sepuluh juta lima pulub ribu
rupiah)

dl atas Rp10.050.000,00 (sepuluh juta Hma puluh 2,25%

ribu rupiah) sampai dengan Rpl10.350.000,00

[sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 'd,?‘u:_""w“m‘“";'
————— _.._._{
di atas Rp10.250.000,00 (sepuluh juta tiga matus 2,5%

lima puluh ribu rupish) sampai dengan _
Rp10.700.000,00 {sepuluh juta twuh ratus ribu gl S i

rupiah)| persen)
diatas Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus 3%
ribu rupiah) sampai dengan Rpl1.050.000,00 (tin iR

[sebelas juta lima puluh rbu rupdah)

di atas Rpl1.050.000,00 [sebelas juta lima puluh 3.5%

ribu rupiah) sampai dengan Rp11.600.000,00 ; .
|sebelas Juta enam ratus ribu rupsah) (tiga koma lima

persen)
d_l atas Rpl1.600.000,00 {sebetas juta enam ratus 45
s b e s st s 2% | fempa perse
di atss Rpl2.500.000,00 {dua belas juta lima 5%

ratus ribu rupiah) sampai dengan .
Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima | L persen)
puluh ribu rupiah) |

di atas Rpl3.750.000,00 (tiga belas juta tujuh 6%
ratus lima pulub ribu rupiah) sampai dengan
Rpi5.100.000,00 (lma belas juta seratus ribu et I
rupiah)

diatas . ..
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di atas Rp15.100.000,00 (lima belns juta seratus
ribu rupish] sampai dengan Rp16.950.000,00
{engm belas juts sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah)

™
{tujuh persen)

di atas Rpl16950.000,00 (enam belas juta
sembilan ratus lima puluh nbu rupiah) sampas
dengan Rpl19.750.000,00 (sembilan belas juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

8%
[delapan persen)

di atas Rpl9.750.000,00 (sembilan belas juta
tujub ramas lima pulubh riba rapiah) sampai
dengan Rp24.150.000,00 {dua puluh empat juta
seratus lima puluh riba rupiah)

9%
{sembilan persen)

di atas Rp24.150.000,00 (dus puluh empat juta
seratus lima puluh ribu ruplah) sampal dengan
Rp26.450.000,00 {dua puluh enam juta empat
ratus lima puluh nbu rupiah|

|

|

1086
{sepuluh peorsen)

di atas Rp26.450.000,00 {dua puluh enam juta
empat ratus lima pulub ribu rupiah) sampai
dengan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan yuta
rupiah)

11%
{sebelas persen)

di atas Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta
rupiah| sampai dengan Rpl0.050.000,00 [tiga
puluh jute lime puluh riba rupiah)

12%
{dua belas persen)

di atas Rpa0.050.000,00 {tiga puluh juta lima 13%
Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juts empat ratus
ribu rupiah)
di atas Rp32.400,000,00 {tiga puluh dua juta 4%
empat rtatus ribu rupish) sampai  dengan fempat belas
Rp35.400.000,00 (tiga pulub lma juta empat persen)
ratus ribu rupiah)
di atas Rp35.400.000,00 {tiga puluh lima juta 15%
empat ratus ribu rupiah) sampal dengan | nima belas persen)
Rp39.100.000,00 {(tga puluh sembilan juta
seratus ribu rupiah)

diatas . . |
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di atas Rp39.100,000,00 (tiga puluh sembilan juta 16%
seratus  nibu  rupsah) sampai  dengan (enam belas
Rp43 850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan persen)
ratus lima puluh ribu rupiah)
di atas Rp43.850,000,00 {cmpat puluh tiga juta 17%
delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai (tujub belas
dengan Rp47.800.000,00 (empat puluh tujub juta ruen.)
delapan ratas ribu rupsah) Py
di atas Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta 18%
delapan  ratus  rbu  rupiah] sampal  dengan
RpS1.400.000,00 flima puluh satw juta empat “"‘:e”f:;’f'“
ratus ribu rupiah)
' di atas Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta 19%
Cempat  ratus  ribu rupiab) sampal  dengan bilan
: Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus (sempcmnl;e =
| ribu rupiah)
::di atas Rp$6.300.000,00 flima puluh enam juta 200%
‘tiga  ratus  ribu rupiah)  sampai  dengan
| Rp62.200.000,00 (cnam puluh dua juta dua ratus | (218 Puluh persen)
ribu rupiah)
di atas RpH2,200,000,00 (enam puluh dua juta 21%
duas ratus ribu  rupiah) sampai  dengan
Rp68.600.000,00 {enam puluh delapan juta enam (dunp;:unh;::)um
ratus ribu rapiah)
di atas Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan 22%
Jjuta enam ratus ribu rupiah} sampai dengan
Rp77.500.000,00 {tujub puluh tujuh juts lima (d“’pg},’;“:)d“'
ratus ribu rupiah)
di atas Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujub juta 23%
llma ratus ribu  rupirh) sampai  dengan
Rp&9.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta ““‘P‘e’f“,':':) tiga
rupiah)
di atss Rp89.000.000,00 {delapan puluh sembilan 24%
Juta ruptah) sampai dengan Rp103.000.000,00 e putuh etopat
{seratus tiga juta rupiah) st
diatas ...
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di atas Rpl03.000.000,00 (seratus tiga juta 25%
rupiah)  sampai Rp125.000.000,00 | 4 4
{seratus dua pulub lima juta ruptah) ;v.’u"u:llum
di atas Rp125.000.000,00 fseratus dua puluh lima 26%
juta rupiah) sampai dengan Rpl57.000,000,00 anam
{seratus lima puluh twjuh juta rupiah) (. :::Jnm:nl
di atas Rpl157.000.000,00 (seratus lima puluhb 2%
tujuh juta  rupiah) sampai  dengan :
Rp206,000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) dun geurt‘u:ﬂ“w h
dl atas Rp206,000.000,00 (dus ratus enam juta 28%
rupiah) sampai dengan Rp337.000.000,00 (tiga
ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) oo "m"’""d"l““‘"
di atas Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh 20%
tujuh juta rupiah) sampai dengan {dua puluh
Rp454,000,000,00 {empat ratus lima puluh empat sembilan persen)
juta rupiah)
dl atas Rp454.000.000,00 (empat rawas limae 30%
puiuh empat juta rupiah) sampai dengan| .
Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta | “F® Puluh persen)
ruptah)
di atas RpS50.000.000,00 {lima ratus lima puluh 31%
Juta rupiah) sampai dengan Rp&eSs,000,000,00
{enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah| 1@;:“"“::'0““
dl atgs Rp69S5,.000,000,00 (enam ratus sembilan 32%
puluh  lima juta ruepiah) sampai  dengan .
Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta "‘""p':““':’:,"d"“
rupkah)
di atas RpY%10.000,000,00 [(sembilan ratus 33%
sepuluh  juta  rupiah) sampai  dengan :
Rp1.400.000.000,00 {satu miliar empat ratus juta | " e 1%
rupiah)
di awas Rpl.400.000.00000 (satu miliar empal 34%
ratus juta rupiah) (tiga pulub empat
' -
B. TARIF . . .
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B. TARIF EFEKTIF BULANAN KATEGORI B

Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Pajak
sampai dengan Rp6.200.000,00 (enam juta dua %
ratus ribu rupish) (nol persen|
di atas R96.200_.000,00 {enam juta dua ratus ribu 0,25%
o e race i rapan) | el kom o tima
di atas Rp6.500.000,00 [enam juta lima ratus rttru4 ] 0,5%

ruptah) sampai dengan Rp6.850.000,00 (enam .
juta delapan ratus lima puluh rbu rupéah) "‘d:rm"’m

di atas Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus 0,75%

lima puluh  ribu  rupiah] sampai dengan "
Rp7.300.000,00 {tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) | "o k“pc“";n‘“‘“' ) Hia

dl atas Rp7.300.000,00 {tujuh juta tiga ratws ribu 1%
rupiah) sampai dengan Rp9.200.000,00 {sembilan (satu persen)
juta dus ratus ribu rupiah)

di atas Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus 1,5%

ribu rupiah) eampai dengan Rp10.750.000,00 | (| u4y; koma lima
{sepulub juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persen)

di atas Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujub ratus 2%

lima puluh  ribu  rupkah) sampal  dengan {dua persen)
Rp!1.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah)

di atas Rpl1.250.000,00 [sebelas juta dua ratus 2,5%
lima puluh ribu  rupiah) sampal  dengan (dua koma lima
Rpl11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu persen)
rupiah)

di atas Rpl1.600.000,00 {sebelas juta enam ratus 3%

ribu rupiah) sampal dengan Rpl2.600.000,00

{dua belas juta enam ratus nbu rupiah) e )

diatas. ..
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dl atas Rpl12.600.000,00 (dua belas juta enam 4%
ratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp13.600.000,00 (Uga belas juta enam ratus ribu [empat persen)

rupiah)

di aas Rpl3.600.000,00 (tga belas juta enam 5%
m:.qso.m.oo r(::;:‘: vilas ot rtian | tima persen)
ratus lima pulub nbu rupsah)

di astas Rpl4.950.000,00 |empat belas juta 6%

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai
dengan Rp16.400.000,00 (cnam belas juta empat | (€14 persen)
ratus ribu rupiah)

-
di atas Rpl6.400.000,00 (enam belas juta empat 7%
ratus riby rupiah) sampai dengan . )
Rp18.450,000,00 (detapan belas juta empat ratus i o
lima puluh ribu rupsah)

di atas Rp18.450,000,00 (delapan belas juta 8%
empat ratus Bma puluh ribu rupiah] sampai
dengan Rp21,850.000,00 {dua puluh ssty juta| (OTIAPan persen)
delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

di atas Rp21.850,000,00 (dua pulub sstu juta 9
delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai

dengan Rp26.000.000,00 {dua pulub enam juta | {8¢MbUan peracn)
rupsah]

di atas Rp26.000.000,00 {dua pulub enam juta 10%
ruptah) sampal dengan Rp27.700,000,00 (dua (sepuluh persen)

puluh tujuh juta tujuh ramas Abu rupiah)

di atas Rp27.700.000,00 {dea puluh tujuh juts 1%
tujuh  ratus  ribu rupish| sampai  dengan

belas

Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga | oo Peren)
ratus lima puluh nbu rupéah)|
di atas Rp29,350.000,00 (dua puluh sembilan juta 12%
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan |
Rp31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat| o Delaspersen)
ratus lima puluh nbu rupiah)

dl gtas | .
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di atas Rpll 430.000,00 {tiga puluh satu juta 13%
empat ratus lima puluh nbu rupiah) sampai .
dengan Rp33,950,000,00 (tign puluh tiga juta| |U® belas persen)
sembilan ratus lima puluh riba rupiah)
di atas Rp33.950.000,00 [tga pulub tga juta 14%
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampal
dengan Rp37.100.000,00 ftiga pulub tujuh juta | (CTPAT belas persen]
seratus ribu rupial)
di atas Rp37.100.000,00 (tiga pulub tujub juta 15%
scratus  ribu rupiah)  sampal  dengan | .
RpA 1.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus | (o8 belas persen}
ribu rupiah)
di atas Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta 16%

seratus rbu  rupaah) sampai  dengan
Rp45.800.000,00 (empat puluh lims juta delapan
ratus ribu rupiah)

.

|enam belas persen)

di atas RpdS.B00.000,00 {empat puluh lima juta
 delapan ratus ribu rupiah} sampai dengan
Rpﬂ? 500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima

- ratus ribu rupiah)

17%
[tujuh belas persen)

' di atas Rp49.500.000,00 {empat pulub sembilan
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di atss Rp53.800.000,00 (lima puluh tigs juta 19%
delapan ratus ribu  rupiah) sampai dengan -
Rp58.500.000,00 (ima puluh delapan juta hima | <5l helas
ratus ribu rupiah)
di atas Rp58.500.000,00 {tima puluh delapan juta 20%
lima raws ribu  rupiah) sampai  dengan
Rp€4.000,000,00 (enam puluh empeat juta ruplah) e puby perieny
di atas Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta 21%
rupiah} sampai dengan Rp71,000,000,00 (tujuh
puluh satu juta rupiah) (mplz‘:"‘;‘nlum '

di atas . |,
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di atas Rp71.000,000,00 {tujuh puluh satu juta 22%
rupiah} sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan
puluh juta rupiah) ‘d““pg:::;" dun
di atas Rp80.000.000.00 (delapan puluh juil 23%
rupish) sampai dengan  Rp93.000.000,00 g
{sembilan puluh tiga juts rupiah) 'd“pm ug
di atas Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta 24%
rupiah) sampal dengan  Rpl09.000.000,00 suluh
(seratus sembilan juta rupiah) {dua pcmn?mp“
di atas Rp109.000.000,00 [seratus sembilan juta 25%
rupirh) sampai dengan  Rpl129,000.000,00 :
{seratus due puluh sembilan juta rupiah) ‘du‘::"::'hm
di atas Rpl29.000,000,00 (seratus dua pualuh 26%
sembilan  juta  rupiahl sampai  dengan
Rp163.000.000,00 {seratus enam puiuh tiga juta | U mf"“m
rupiah)
di atas Rpi163.000.000,00 (seratus enam puluh 27%
tiga juta rupish) sampai dengan
Rp211.000.000.00 {dua ratus sebelas juta rupiah) | 0U8 m,‘“‘“"
di atas Rp211,000,000,00 (dua ratus sebelas juta 28%
rupirh) sampai dengan Rp374.000.000,00 (tiga
ratus tujuh puluh empat juta ruptah) idun mhwn
di atas Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh 29%
empat Juta rupiah) sampai dengnn Tt bil
Rp359.000.000,00 (empat ratus lima puluh e pem:;m
sembilan juta rupiah)
di atas Rp459.000.000,00 (empat matus hima 30%
puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan .
RpS55.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima | (E® Puluh persen)
Juta rupkah)
di atas RpS555.000.000,00 (Ilma ratus llma puluh 31%
lima juta rupiah) sampai dengan .
Rp704.000.000,00 {tujuh ratus empsat juta rupiah) '"‘";"::”"“
di atas . .
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di atas Rp704.000,000,00 (tujuh ratus empat juia 32%
rupiah) sampei dengan  Rp957.000.000,00 :
{sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) lugap;:;::::’dua
di atas Rp957.000.000,00 (sembilan ramus lima 33%
puluh tuyuh juta rupiah] sampai dengan ) .
Rp1.405.000.000,00 (satu miliarempat ratus lima (tig pulu:’m
3uu rupish) e
di atas Rp!.405.000.000,00 {satu miliar empat 34%
| ratus lima juta ruptah) (tiga puluh erpat
‘l persen)
C. TARIF EFEKTIF BULANAN KATEGORI C
Penghasiian Bruto Bulanan Tarlf Pajak
sampal dengan Rp6.600.000,00 [enam juta enam 0%
ratus ribu ruptah) (nod pereca)
di atas Rp6.600.000,00 {enam juta enam ratus 0,25%
nbu rupiah) sampal dengan Rp6.950.000,00 dua i
{enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) fuol kop::“:;a o
di atas RpH,950,000,00 {enam Juta sembilan ratus 0,5%
lima puluh ribu  rupiah] sampai  dengan {nol koma kimé
Rp7.350.000,00 (tujub juta tga ratus lima puluh persen)
ribu rupsah) i1
di atas Rp7,350 000,00 (rujuh juta tiga ratus lima 0,75%
puluh riba rupiah) sampisi dengan | koma tajuly
Rp7.800.000,00 {tujuh juta delapan ratus rib ‘"ﬂm Pﬂ:’;’iﬂ
rupsah)
di atas Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus 1%
ribu rupiah) sampai dengan Rp8.850.000,00
[delapan juta delapan ratus lima puluh ribu {rotu )
rupiah)|
di stas , , .
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di atas Rp8.850.000,00 [delapan juts delapan 1,25%
ratus lima puluh ribu raplah) sampai dengan

Rp9.800.000,00 [scmbilan juta delapan ratus ibu | 5 K0T U8
rupiah)

dl atas Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan 1,5%
ratus ribu rupiah) sumpei dengan :
Rp10.950.000,00 (sepulub juta sembilan ratus '“"“p:"m'“m'“"“
lima puluh ribu rupiah)

dl atas Rpl10.950,000,00 (sepuluh juta sembilan 1,75%
ratus lima puluh ribu rupiah) sampa: dengan .
Rp11.200.000,00 {sebelas juta dua ratus ribu "','.:n:"muh
rupiah)

di atas Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus 2%

ribu rupiah) sampal dengan Rpi12.050.000,00 {dua persen)
(dua belas juta lima puluh ribw rupiah)

di atas Rp12.050,000,00 (dua belas juta limn 3%
puluh ribu rupiah) sampiai dengan [tigs persen)
Rp12.950.000,00 {dua belas Juta sembilan ratus

lima puluh ribu rupiah) |

di atas Rpl12.950.000,00 [dua belas juta semblian ; 4%

ratus lima pulub ribu rupiah| sampai dengan | (emoqe persen)
Rp14.150.000,00 {empat belas juta seratus lima

puluh ribu rupsah) |

di atas Rpl4. 150.000,00 {empat belas juta seratus 5%

lima puluh  ribu  rupiah) sampai  dengan {lima persen)
Rp15.550.000,00 (lima belas juta lima ratus lima

puluh ribu rupiah)

di atss Rpl5.550.000,00 (lma belas juta lima 6%

ratus lma puluh ribu rupiah| sampai dengan
Rpl17.050.000,00 {tujuh belas juta lima puluh
ribu rupiah)

(enam persen)

tdi atas Rp17.050,000,00 {tujuh belas juta lima T
: puluh nbu rupiah} sampai dengan (tujuh persen)
. Rp19.500.000,00 (sembilen belas juta lima ratus
| ribu ruplah)
di atas _ .
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;;K;\s Rp19.500.000,00 {(sembilan belas juta lima 8%
:,:;700;1(’:3,00 wr‘;p‘:huguh d:‘;"f: mju:m: (delapan perscn)
ribu rupiah)
di.aus RpQQ.TOfJ.OBb.OO {dua puluh dua juta Q%
tiz)‘;:w:&.b.ogb::luam:‘ulﬁ e?:npajluud:n.?n‘: . pare)
ratus ribu rupiah)
¢l atas Rp26.609.000.00 .(dun puluh enam juta 107%
Rp28.100.000,00 i puih delapan pta seratus | *ZP 8 pereen)
ribu rupiah)

di atas RpZB_.lO0.0(X).O_O {dua puluh q:hpm juta 11%
:p';on.l;oo.o:ob?oo mr;: u::.l’luh mpmwau:’: b | Teilad parian)
rupiah)

d‘l atas Rpso. 100.000'.00 [tga puluh juts seratus 1 2%
dou rup) smmpel dengen BRS2S0000000 i ben e

di atas Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta 13%
RP35.400.000,00 (i pulh lima. uin. campas | (150 Peo® persen)
ratus ribu rupiah}

di atas Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta 14%

;?g;:)o:(;g;o: u:tignmp‘:uhl'uh“’:cpl:ip-ndenjﬁna IR Vs phon
sembilan ratus ribu rupish)

i atan Rpa8.900.000,00 (tiga puluh delspen juts 15%
RP43.000.000,00 frapat phah tgn jusn rupian) | (1% DPls perecr)
di atas Rp43 0?0.(!)0.00 {empat puluh tigg ju; B 16%

s e e Rt 400000 s | s s e

diaws .,
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di atas Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juts
empat  ratus  ribu  rupiah) sampal dengan
RpS51.200.000,00 {lima puluh satu juta dus ratus
ribu rupiah)

17% II
{tujuh betas persen)

di atas Rp51.200.000,00 {lime puluh satu juts 18%
dus raws nbu  ruplgh) sampas  dengan
Rp55.800.000,00 (ima puluh ima juta delapan | 0 oo b4
ratus ribu rupiah)
di atas RpS3.800.000,00 (lima pulub lima juta 9%
delapan ratus ribu ruplahb) samps dengan e d
Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat rams (sun:ed'::“l:em
ribu rupiah)
di atas Rp60.400.000,00 (enam puluh juta empat 20%
ratus ribu ruptah) sampai dengan
Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh | (U PUlub persen)
ratus ribu rupiah)
| di atas Rp66.700.000,00 (enam puluh enam juta 21%
‘tujuh  ratus  ribu  rupiah) sampai  dengan s pidal st
| Rp74.500.000,00 {rujuh puluh empat juta lima | e
| ratus ribu rupiah)
' di atas Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta 22%
'lima ratus ribu  rupish) =ampai dengan uh
d
| Rp83.200.000,00 (detapan pulub tiga juta dua ‘d""p':"m, u
. ratus ribu rupiah)
| di atas Rp&3,200.000,00 (delapan puluh tiga juta 23%
dun ratus ribu rupiah) sampai  dengan d luh 6
Rp95.600.000,00 {sembilan puluh ma juta enam { mml e
ratus ribu rupiah)
di atas Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima 24%
juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan | h
Rp110.000.000,00 {seratus sepuluh juta rupiah) | o :’:‘,’mf“""‘
di atas Rpl110.000.000,00 (seratuz sepuluhb juta 25%
rupiah) sampai dengan  Rpl124.000.000,00 tdua puluh lima
(seratus tiga puluh empat juta rupish) persen)
di atas , . .
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dl atas Rpl34.000.000,00 {seratus tiga puluh 26%
empat juta rupiah| sampai dengan (dua puluh enam
Rp169.000.000,00 {seratus enam puluh sembilan persen)
ata ruplah)
di atas Rp169,000,000,00 |seratus enam puluh 27%
sembilan  juta  rupiah)] sampai dengan d h taduh
Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh sata juta | o :cu:m;“ w
rupiah|
di atas Rp221.000.000,00 [dus ratus dua puluh 28%
sat juta rupiah) sampai dengan del
Rp3%0.000.000,00 (tiga ratiss sembilan puluh juta | " p:’“":'m, e
rupiah)
di atas Rp390.000.000.00 (tga ratus sembilan 20%
puluh Juta rupian) sampeai dengan 4 u bila
Rp463.000.000,00 {erpat ratus enam puluh tiga | © P"p“:!:;m =
Juta raplah)
di atas Rp463.000.000,00 (empat ratus enam 309
i puluh  tiga juta rupéah) sampai dengan o
| RpS61.000.000,00 (lima ratus enam puluh saty| D PUlub persen)
{ Juta ruplah)
-
di atas RpS61.000.000,00 (Hima ratus enam puluh 3%
satu Juta ruplah) sampal dengan
Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta 'mﬂ:’”m
| rupiah}
| di atas Rp709.000.000,00 (tujubs ratus sembilan 32%
Juta rupiah) sampal dengan Rp965.000.000,00
(sembilan ratus enam puluh fima juta rupiah) [timp;:ur:::)dua
di atas Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam 33%
puluh  lima juts rupiah) sampai  dengan T luh G
Rp1.419.000.000,00 (satu miliar empat ratus “";,;m"“
sembilan belas juta rupiah)
di atas Rpl.419.000.000,00 {satu miliar empat 34%
ratus sembiian belas juta rupiah) (tiga puluh empat
persen)
D. TARIF , , .
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D. TARIF EFEKTIF HARIAN
Penghasilan Bruta Hanan Tarif Pajak
‘sampai dengan RpaS0.000,00 (empat ratus lima poluh | 0% |
ribu rupiah| (nol persen) |

di atas Rp450.000,00 {empat ratus lima puluh ribu rupiah) 0,5%
sampal dengan Rp2,500.000,00 {dua juta lima ratus nbu

rupish] {nol koma

lima persen) |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ALak Sihwati Lestari
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